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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Dari 2 (dua) putusan hakim dalam tindak pidana Narkotika terdapat 

disparitas pidana dengan putusan yang beragam. Hal itu disebabkan 

karena pertama undang-undang memberikan peluang dari minimal ke 

maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal tujuh tahun penjara. 

Jadi regulasi dalam Undang-undang menganut system perumusan 

lamanya pidana secara indefinite (tidak ditentukan secara pasti). Oleh 

karena itu hakim bebas memilih rentang waktu tersebut. 

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pidana 

terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Gorontalo 

dipengaruhi oleh faktor eksternal yang terdiri atas: Undang-Undang, 

pembuktian, pengulangan/residivis 

Sementara faktor lainnya yang juga mempengaruhi hakim dalam 

mempertimbangkan suatu keputusan adalah faktor internal yang terdiri 

atas: sikap dan perilaku hakim, moral, profesionalisme hakim. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka 

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan 

secara profesional sehingga dalam menjatuhkan putusanya benar-benar 

demi keadilan berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa serta 

diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja hakim. 

2. Aparat penegak hukum perlu memberikan pemahaman kepada 

masyarakat bahwa disparitas di dalam pemidanaan itu adalah suatu 

perbedaan yang wajar (artinya beralasan) dan disparitas yang tidak 

mempunyai landasan itu yang tidak boleh dilakukan, sebab hal ini 

akan bertentangan dengan azas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang 

ada di masyarakat. Jadi, kalau pidana itu diberikan berbeda-beda, 

padahal kesalahannya sama, maka itu justru dirasakan akan 

bertentangan dengan rasa keadilan. 

3. Kalangan akademisi dan praktisi hukum hendaknya menyelenggarakan 

diskusi/seminar atau pertemuan-pertemuan lainnya dalam bentuk 

apapun secara periodik untuk membahas dan mengadakan 

pembicaraan tentang penyeragaman penghukuman dan kemudian 

mengenai disparitas yang masih dibenarkan. 

4. Hakim selaku orang yang memutus perkara di pengadilan seharusnya 

menerapkan atau menegakkan hukum sesuai dengan ilmu hukum yang 

selalu berorientasi kepada keilmuan, sebab citra buruk lembaga pencari 
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keadilan tersebut yang sarat dengan mafia peradilan sudah bukan 

menjadi rahasia umum lagi bagi masyarakat luas. 

5. Para pejabat hukum yang masuk dalam dalam system penyelenggaraan 

hukum pidana hendaknya bekerja untuk menjalankan kekuasaan di 

bidang hukum pidana secara kolektif, terpadu dan mengedepankan 

professionalisme. 

6. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memerhatikan tujuan 

pemidanaan yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga 

guna mendidik dan memperbaiki perilaku untuk kembali kepada 

masyarakat serta pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan, baik 

bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas. 

7. Pemerintah perlu menyediakan lembaga khusus yang diberi wewenang 

untuk menentukan berat-ringannya pidana atau ada pertimbangan-

pertimbangan lain (selain hakim) yang dijadikan pertimbangan untuk 

menjatuhkan pidana. 
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